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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[o-—

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, perlu
dilakukan pengawasan melalui pelaksanaan evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh
Gubernur,

bahwa pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Retribusi Daerah;

bahwa untuk terwujudnya pengawasan melalui pelaksanaan
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kahupaten/Kata tentang Retribusi Daerah, perlu diatur
dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor ©4 Tahun 1958 ientang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); A&



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2080);

SJ'I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12,

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah
dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menguji kesesuaiannya
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman
dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar golongan dan gender. ‘7}



13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan masalah tersebut
dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.

14. Nomor Register adalah pemberian nomor oleh Gubernur kepada
Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk
mengetahui jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dilakukannya penetapan dan
pengundangan.

15. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung vang
dilakukan oleh Pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.

16. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini agar Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur setelah
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.

BAB II
EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Gubernur melalui Biro Hukum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah yang
telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum
ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan
kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota tentang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat
permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung. W



(3)

(4)

(1)

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah
rangkap 6 (enamyj;

b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;

c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara persetujuan
bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;

d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah;

e. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah perubahan dilengkapi dengan
Peraturan Daerah sebelumnya; dan

f. Arsip Data Komputer dalam format teks (soficopy dalam format teks
microsoft word).

Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan

surat permohonan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Gubernur membentuk tim evaluasi yang

keanggotaannya terdiri dari unsur Biro Hukum dan perangkat daerah terkait
lingkup Pemerintah Provinsi.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Keputusan Gubernur.
Pasal 7

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas :

a. menjadwalkan pelaksanaan rapat evaluasi;

b. melaksanakan rapat evaluasi;

¢. menyusun konsep hasil evaluasi; dan

d. mengonsultasikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Keterlibatan unsur perangkat daerah dalam tim evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari aparatur sipil negara yang

berkompeten.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b, Gubernur mengundang Bupati/Walikota dan DPRD.

Selain mengundang Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur dapat mengundang:

a. tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan/atau

b. tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal S

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota tentang
Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Retribusi Daerah dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2
(dua) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah beserta
dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dinyatakan lengkap. 2



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

—
-y
—

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Hasil

Pasal 10

Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah untuk dikonsultasikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan
rekomendasi Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah.
Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan
Peraturan Daerah diterima Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah menyatakan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah menyatakan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima.

BAB III
NOMOR REGISTER

Pasal 12

Bupati/Walikota mengajukan permohonan Nomor Register dengan
melampirkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Gubernur melalui
Kepala Biro Hukum.

Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberikan Nomor Register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak
Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Dalam hal Bupati/Walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan
Rancangan Peraturan Daerah sesuai Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3), Gubernur melalui Kepala Biro Hukum tidak memberikan Nomor Register
disertai dengan alasannya.

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register,
belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan
dalam Lembaran Daerah. 4%&




BAB IV
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara
Bupati/Walikota dan DPRD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diundangkan dalam Lembaran
Daerah.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Rancangan Peraturan
Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota, Rancangan
Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan harus
diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Gubernur
melalui Kepala Biro Hukum dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap
kesesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan
dengan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan diberikan
Nomor Register.

(2) Apabila dalam hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan
diundangkan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan
diberikan Nomor Register, Gubernur melalui Kepala Biro Hukum
memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian
Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kemenierian Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota
tentang Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah dan
tidak mengikat. @



BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7% Noverher 2019 R/'

bGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU

jVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7% Novenber 2019

SEKRETARIS DAERAH
%PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)a

.

rBEN S POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 0D



